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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pemenuhan hak pekerja pada perusahaan yang 

dinyatakan pailit belum dapat terealisasi dengan baik karena 

dalam hal kepailitan Undang-Undang Nomor 13  

Ketenagakerjaan harus dikesampingkan oleh Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang sehingga kedudukan pekerja 

sebagai kreditor preferen tidak memiliki tingkatan lebih tinggi 

daripada kreditor separatis.. 

2. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial pekerja dapat melakukan 

upaya di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan 

arbitrase. Untuk upaya melalui pengadilan pekerja dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. 

Pekerja juga dapat melakukan upaya permohonan pergantian 

Kurator dan Actio Paulina sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Lemahnya kedudukan pekerja/buruh untuk memperoleh 

haknya (upah)dalam perkara kepailitan karena tidak adanya 

penafsiran yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan 

pengingkaran hak-hak para pekerja/buruh di perusahaan 

tempat pekerja/buruh tersebut bekerja yang sedang 

mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. 

Untuk itu Pemerintah atau Negara harus menutup celah 

kelemahan hukum dengan melakukan perbaikan Undang-

Undang agar bersifat saling mendukung dan saling 

melengkapi sehingga tidak terjadi pertentangan, kontradiksi 

(disharmoni) antara undang-undang yang satu dengan 

Undang-Undang yang lain (antara Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan), Klausul “didahulukan‟ dalam Pasal 95 

ayat (4) tentang Ketenagakerjaan harus memuat penjelasan 

pelaksanaan pendahuluan yang dimaksud dalam pasal 

tersebut secara jelas dan tegas dan diharmonisasikan 

dengan pengaturan dalam Undang-Undang tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 
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Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan juga perlu 

mengatur mengenai ketentuan dan konsekuensi yuridis dari 

pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pekerja/buruh 

dikarenakan pengusaha pailit. Undang-Undang Kepailitan 

dan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang  juga perlu 

mengatur mengenai sifat kreditor pekerja/buruh dalam 

kepailitan dan hubungan dan tanggung jawab antara 

pekerja/buruh dan Kurator dalam Undang-Undang tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

melalui berbagai aturan yang konkret, sehingga ada jaminan 

kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh terpenuhi 

pada saat debitor dinyatakan pailit dan semua pengurusan 

beralih kepada Kurator sebagai pengganti pengusaha. 

2.  Pembentuk undang-undang juga harus bersungguh-

sungguh mengupayakan terbentuknya undang-undang yang 

memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih baik bagi 

pekerja/buruh agar sesuai dengan tujuan bernegara dan 

prinsip negara kesejahteraan (welfare state dan welfare 

society) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan 

melakukan perubahan, penambahan, penggantian atau 

perbaikan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 

Pemerintah/Negara juga perlu melakukan perbaikan 
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terhadap peraturan terkait kepailitan.. DPR dan Presiden 

sebagai pembuat Undang-Undang sebaiknya segera 

melakukan pengharmonisasian dan/atau melakukan 

perubahan melalui mekanisme legislative review terhadap 

Undang-Undang dan peraturan terkait. 
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